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Abstrak 

 

Penyalahgunaan narkotika selama ini merupakan bahaya yang sangat 
besar bagi semua kalangan. Akan lebih berbahaya lagi jika anak yang 
menyalahgunakan narkotika. Dalam menanggapi masalah ini, sebagai tanggung 
jawab pemerintah dalam penyalahgunaan narkotika maka pemerintan 
membentuk lenbaga non kementrian yang bertugas dan berwenang dalam 
upanya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di semua kalangan. Sesuai 
dengan Perpres No. 83 Th 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 
Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota serta tugas dan 
wewenangnya ada dalam UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.   

Berangkat dari tugas dan wewenang BNP maka penyusun tertarik untuk 
meneliti bagaimana jika penyalahgunanya dilakukan oleh anak. Kemudian, tugas 
dan wewenang BNP terhadap anak dianalisis menggunakan Undang-undang 
perlindungan anak. Apakah upaya yang  dilakukan  BNP dalam  usaha  
meminimalisir  penyalahgunaan  narkotika  di  kalangan  anak dan apakah upaya 
yang  dilakukan  BNP dalam  usaha  meminimalisir  penyalahgunaan  narkotika  
di  kalangan  anak sudah sesuai dengan  Undang-Undang Perlindungan Anak.   

Penelitian ini menggunakan fiel research di mana BNP menjadi 
obyeknya, yang diperkuat dengan dokumen-dokumen ataupun wawancara 
langsung dengan yang terkait, kemudian dari semua data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan UU RI No 23. Th 2002. Tentang Perlindungan Anak. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa selama tahun 2012 terkait 
upaya badan narkotika propinsi DIY dalam penanggulangan penyalahgunaan 
narkotika yang dilakukan oleh anak, BNP DIY belum berjalan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. Hal ini terbukti dari usaha yang dilakukan yang berupa 
pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat bisa 
dikatakan hanya sebatas pencegahan dan pemberdayaan saja.    

Upaya BNP untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika ialah 
dengan pencegahan, pemberdayaan, dan pemberantasan. Bidang pencegahan, 
secara umum pelaksanaan kegiatannya adalah sosialisasi P4GN terhadap para 
pelajar, mahasiswa, pekerja baik swasta maupun PNS. Bidang pemberdayaan, 
bentuk pelaksanaan kegiatannya ialah menberdayakan sekolah yang bebas dari 
penyalahgunaan narkotika dengan cara mengadakan lomba sekolah bebas 
narkoba (LSBN). Bidang pemberantasan, melakukan upaya pemberantasa 
penyalahguna dan peredaran gelap narkoba dengan melakukan kegiatan 
pemetaan wilayah rawan penyalahguna, interdiksi tes urin, dan membantu 
kepolisian di bidang penyelidikan. 
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MOTTO 

 

jangan perna takut untuk bermimpi  
semua manusia punya impian 
dari impian datang harapa 

dengan harapan datang kekuatan 
kekuatan akan memberi keberanian 

 untuk melangkah maju. 
 

pada hakekatnya semua urusan/pekerjaan yang telah dikerjakan 
hanyalah awal untuk urusan/pekerjaan yang telah antri menunggu, 

maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. 
( QS : Al Insyirah, (94), 7. ) 

 
 

Dalam diri seseorang terdapat sisi sisi gelap dan sisi terang 
Carilah sisi terang supaya gelapnya memudar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar  Belakang  Masalah  

Narkotika (zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman 

baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang).1 Upaya 

peningkatan di bidang pengobatan,  narkotika cukup diperlukan. Akan tetapi 

dapat menjadi virus yang dapat menghancurkan moral dan mental generasi 

muda di semua negara apabila tidak digunakan sebagai mana mestinya 

menurut undang-undang (disalahgunakan). 

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya 

digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di 

samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Jenis narkotika pertama 

yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat 

atau opium.2 

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal 

dari bahasa Inggris narcotics yang berarti obat bius, yang sama artinya 

dengan kata narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau 

membiuskan. Secara umum narkotika diartikan suatu zat yang dapat 
                                                             

1 Marwan dan  Jimi P, Kamus Hukum, (Surabaya: Realiti Publisher, 2009), hlm. 447. 
2 Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika Oleh Anak, (Malang: UMP Prees, 2009), hlm. 1. 
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menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/ penglihatan karena 

zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.3 

Kemajuan di bidang farmasi memunculkan berbagai jenis zat atau obat 

sintesis atau semi sintesis seperti narkoba, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya. Proses produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, 

membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung 

melalui ektsraksi atau nonekstrasi dari sumber alami atau sintetis kimia atau 

gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.4    

Maraknya penyalahgunaan narkotika sudah pada kondisi yang cukup 

memprihatinkan, hampir semua kalangan masyarakat dari kalangan berdasi 

sampai kalangan bergitar di pinggir jalan, kalangan terdidik sampai awam, 

mahasiswa bahkan sampai murid Sekolah Menengah Pertama. Mereka 

cenderung menjadikan Narkotika sebagai gaya hidup atau trend. 

Tak heran jika berbagai analisis memperkirakan bahwa los generation 

atau akan adanya generasi yang hilang akibat narkotika di masa mendatang, 

menjadi kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah 

mengancam generasi muda kita, maka masalah penyalahgunaan narkotika 

ditetapkan sebagai permasalahan  nasional.5  

Perhatian terhadap penyalahgunaan narkotika patut menjadi prioritas, 

oleh karena dampak negatif yang ditimbulkannya sangat luas dan kompleks . 

Pemakai narkotika secara terus menerus dan tidak terawasi akan 

                                                             
3 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh 

anak, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 12. 
4 UU RI No.35 Tahun 2009  Tentang Narkotika, pasal 1 angka 3. 
5 Mashuri sudiro,Islam Melawan Narkotika, (Yogyakarta: madani pustaka, 2000), hlm. 7. 
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menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra 

produktif seperti antara lain: malas belajar atau tidak dapat bekerja, akhlak 

semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan untuk memenuhi 

ketagihannya atas narkotika.6 

Sungguh  ironis  memang  kalau  kita  melihat  krisis  moral  yang  

melanda  generasi  muda  sekarang  ini.  Generasi  muda  yang  seharusnya  

menjadi  generasi  masa  depan  bangsa  justru  menjadi  generasi  yang  rusak  

moralnya. Jujur  harus  diakui bahwa generasi  muda  saat  ini  sedang  

mengalami  krisis  moral  yang  memprihatinkan.  Akibatnya,  generasi  muda  

semakin  larut  dalam  pola  perilaku  yang  menjurus  pada  tindakan  

destruktif,  pergaulan  bebas,  mabuk-mabukan,  serta  pemakaian  obat  

terlarang  tampaknya  sudah  menjadi  trend  mode  generasi  sekarang.  

Padahal  akibat  dari  pemakian  obat  terlarang  tersebut  akan  membuat  

kerusakan  yang  memprihatinkan  baik  mental  maupun fisik.7   

Ditinjau  dari  berbagai  aspek,  baik  agama,  sosial,  budaya  maupun  

ekonomi,  obat-obatan  terlarang  sangat  merugikan  bagi  pemakai.  Masa  

depan  pemakai  akan  rusak  dan  suram.  Sebab  obat terlarang  tersebut  

akan  membuat  pemakainya  larut  dalam  ketenangan semu,  berkhayal,  dan  

malas  bekerja.8     

Penyalahgunaan narkotika sampai pada kalangan anak disebabkan oleh 

kondisi anak yang masih labil, kurangnya pengawasan dari pihak orang tua, 

                                                             
6 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum 

Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 5. 
 7 Hamdan  Daulay,  Dakwah  Di  Tengah  Persoalan  Budaya  Dan  Politik,  

(Yogyakarta:  LESFI,  2011),  hlm. 71.       
   8 Ibid, hlm.  72.  
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dan kondisi lingkungannya. Penyalahgunaan narkotika oleh anak erat 

kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motifasi, dan akibat 

yang ingin dicapai. Secara sosiologis penyalahgunaan narkotika oleh anak 

merupakan perbuatan yang didasari oleh pengaruh langsung maupun tidak 

langsung. Secara mental kaum remaja masih ingin coba-coba dengan hal yang 

dianggapnya baru. Secara objektif penyalahgunaan narkotika merupakan 

fisualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga 

dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.9   

Remaja di perkotaan cenderung lebih banyak menyalahgunakan 

narkotika daripada remaja di pedesaan, hal ini disebabkan oleh pergaulan 

yang terposisikan dalam dilema sosial, mengingat dalam rangka mewujudkan 

kebutuhan akan perkembangan mental dan jiwanya. Mereka dihadapkan  

pada pilihan sulit untuk menentukan perkembangan pribadi sebangaimana 

harapan orang tua, ataukah hanyut dalam pergaulan sosial yang serat dengan 

kemajuan baik yang tidak hanya membawa pola hidup positif tetapi juga 

terbawa pola hidup negatif, termasuk untuk coba-coba terhadap hal-hal yang 

baru (diantaranya menyalahgunakan narkotika).10 

Penyalahgunaan narkotika oleh kalangan remaja menunjukan angka 

yang sangat memperihatinkan. Menurut data Badan Narkotika Nasional 

menunjukkan bahwa sebanyak 800 siswa Sekolah Dasar, 700 siswa Sekolah 

                                                             

9 Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), cet.3, hlm.67. 
10 Jurnal Masalah-masalah Hukum, vol. 36. 2007, UNDIP Prees, hlm. 175.  
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Lanjutan Tingkat Pertama, dan 10.000 siswa Sekolah Menengah Umum dan 

90% diantaranya adalah generasi muda, termasuk 25.000 adalah mahasiswa.11 

Perhatian pemerintah untuk mencegah, menanggulangi penyalahgunaan 

narkotika adalah dibuat dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1967 tentang Narkotika, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur secara 

jelas tentang narkotika.  

Wujud lain perhatian pemerintah adalah dibentuknya Badan Koordinasi 

Narkotika Nasional melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 

Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, 

dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota,   yang mempunyai tugas:12 

a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan 

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan 

dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif 

lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan 

b.  Melaksanakan P4GN degan membentuk satuan tugas yang terdiri atas 

unsur instansi pemerintah terkait dengan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya masing-masing. 

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non-struktural 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawad langsung kepada 

Presiden.  

                                                             
11 Kompas, 26 maret 2003. 
12 Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor. 83 tahun 2007, Tentang Badan 

Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota, pasal. 2. 
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BNN menpunyai tugas menbantu Presiden dalam:13 

a. Mengkoordinasikan instasi pemerintah terkait dalam penyusunan 

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan 

dan pencengahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat 

disingkat dengan P4GN; dan 

 b.  Melaksanakan   P4GN  dengan  membentuk  satuan  tugas  yang terdiri 

atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangan masing-masing. 

Badan Narkotika Provinsi (BNP) merupakan lembaga non-struktural 

yang  berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Gubernur. BNP menpunyai tugas membantu Gubernur dalam:14 

a.   Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi 

dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional 

BNN di bidang ketersediaan dan P4GN ; dan 

b.  Membentuk satuan tugas sesuai operasional BNN yang terdiri atas unsur 

perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan 

tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.   

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, BNP Yogyakarta berwanang dalam 

melaksanakan P4GN yang mencangkup wilayah DIY.  

Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta 

khususnya di kalangan  anak dipengaruhi oleh banyak fakto antara lain: letak 

                                                             
13 Ibid. Pasa. 3. 
14  Ibid, Pasa. 15, 16. 
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geografis, kondisi masyarakat, dan pelaksanaan P4GN yang belum 

sepenuhnya tercapai. 

Yogyakarta sebagai lintas dan peredaran gelap narkoba.15 Hal ini 

disebabkan oleh faktor geografi yang menempatkan wilayah Yogyakarta 

berada di tengah pulau Jawa, dan pulau Jawa merupakan jantungnya 

Indonesia. 

Pada wilayah lokal, Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan  

kota budaya, namun masalah sosial yang sering terjadi terkadang menghapus  

citra tersebut. Perilaku sebagian remaja yang sangat dekat dengan perilaku 

seks bebas, kumpul kebo dan terakhir diungkapkan sebagai daerah rawan  

narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) telah diekspos di 

berbagai  media. Keadaan ini membuat masyarakat, pemerintah daerah, 

politisi, aparat keamanan, alim ulama dan sekaligus orang tua sangat  terkejut, 

sehingga mereka menjadikan lampu merah bagi Daerah Istimewa  

Yogyakarta (DIY) dengan segala dampak yang akan diterimanya.16                                                                                                                             

Peredaran gelap narkoba di Yogyakarta apabila dilihat dari segi kualitas 

(jenis barang bukti) memang kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan 

Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung, tetepi dari segi kualitas dengan 

melihat kasus-kasus yang terungkap, kondisinya telah mengkhawatirkan. 

Buktinya dari 6 perkara yang setiap hari disidangkan di Pengadilan Negeri, 3 

sampai 4 diantaranya adalah kasus narkoba. Wajar jika BNN mengungkapkan 

                                                             
15 Heriadi Willy, Berantas Narkoba Tidak Cukup Hanya Bicara, (Yogyakarta: 

Kedaulatan Rakyat, Granat, UII Prees, 2005), hlm. 256. 
              16 Republika, 19 Pebruari 2004. 
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bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah rawan peredaran gelap 

narkoba, setelah Jakarta dan Medan.17  

Pelaku tindak pidana narkoba ini rata-rata 50 % dari kalangan 

wiraswasta dan umum, 50 % dari kelompok mahasiswa dan pelajar. 

Sedangkan penanganan tindak pidana narkoba kategori anak dan pelajar dari 

tahun 2001-2003 sebanyak 56 anak.18 

Semakin meningkatnya peredaran gelap narkotika di Yogyakarta dan 

korbannya berasal dari semua kalangan tidak terkecuali kalangan anak, maka 

diperlukan upaya pengetahuan bagi semua kalangan atas bahaya narkotika. 

Semua masyarakat harusnya saling peduli atas penyalahgunaan narkotika. 

Masyarakat beranggapan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan 

wewenang atau masalah bagi penegak hukum dan keluarga korban saja. 

Anggapan ini salah, harusnya masyarakat ikut menjaga dan mengawasi 

supaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika berjalan dengan efektif. 

Hal terpenting adalah wujud nyata dari peningkatan peran penegak 

hukum dan masyarakat supaya bergerak secara terpadu, terkoordinir, dan 

efektif namun pada kenyataannya hanyalah sebatas wacana saja. Banyak 

aparatur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dan sikap masa 

bodoh dari segelintir masyarakat baik masyarakat yang tergolong terdidik dan 

masyarakat awam. 

                                                             
17 Repuplika, 18 September 2003. 
18 Arsip POLDA DIY, sampai Bulan September 2003.  
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Sebagai kaum terdidik seharusnya dosen dan mahasiswa yang dianggap 

memiliki  segudang ide dan konsep yang cemerlang untuk berperan dalam 

wujud nyata maupun tulisan dalam hal narkotika dan bahayanya.  

Hal ini yang menjadikan alasan bagi penulis untuk mengangkat tema 

seputar narkotika dan bahayanya beserta bagaimana penanggulangannya. 

Penulis sadar bahwa narkotika dan golongannya diibaratkan sebagai bom 

waktu atau senjata pemusnah yang bisa sewaktu-waktu meledak dan 

memusnakhan generasi muda dari segi fisik, intelektual, mental, dan 

sepiritual. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik 

untuk mmeneliti tentang kontribusi BNP Yogyakarta dalam menangani 

penyalahgunaan narkotika oleh anak. Sehingga dengan penelitian ini penulis 

mengambil judul: 

‘’UPAYA BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) YOGYAKARTA 

DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI 

KALANGAN ANAK (STUDI ATAS PELAKSANAAN UNDANG-

UNDANG PERLINDUNGAN ANAK)’’ 
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B.   Rumusan  Masalah 

Setelah  memaparkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  penulis    

merumuskan  pokok-pokok  permasalahan  yang  penting  dan  mendasar  

yaitu: 

1. Apa saja upaya yang  dilakukan  BNP dalam  usaha  meminimalisir  

penyalahgunaan  narkotika  di  kalangan  anak  ? 

 

C.   Tujuan  dan  Manfaat  Penelitian 

1.   Tujuan  penelitian 

              a.  Mengetahui    upaya    apa   saja    yang  dilakukan  BNP  dalam 

meminimalisir penyalahgunaan narkotika di kalangan anak. 

            b. Mengetahui apakah  upaya BNP dalam  usaha  meminimalisir  

penyalahgunaan  narkotika  di  kalangan  anak  sesuai dengan 

Undang-Undang Perlindungan Anak.  

       2.    Manfaat  penelitian 

                a. Secara teori, dengan adanya karya tulis ini penulis berharap          

supaya tulisan ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi  

perkembangan hukum, khususnya hukum pidana, dan lebih  

khususnya  lagi  hukum  pidana  tentang  narkotika. 

                b. Secara peribadi, dapat menambah wawasan bagi penyusun,   

sekaligus mengetahui antara teori dan praktiknya. 

               c.   Secara umum, sebagai bacaan sekaligus referensi.   
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               d.   Secara khusus, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam   

perkara  hukum  khususnya  tentang  narkotika.  

 

D.   Telaah  Pustaka 

Sepengetahuan penyusun dengan melakukan penelaahan terhadap 

bahan-bahan penelitian kepustakaan, sudah terdapat beberapa karangan atau 

penelitian yang menelaah tentang peyalahgunaan narkotika di kalangan anak. 

Berikut akan penulis sebutkan beberapa referensi, Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1967 tentang Narkotika, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, dan  Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika 

Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang 

tersebut diatur dengan jelas berbagai hal tentang anak, narkotika, dan tugas 

dan wewenang BNN, BNP, dan BNK. 

Berkaitan dengan permasalahan narkotika ditemukan beberapa referensi 

yang membahas tentang narkotika antara lain: ‘’Sanksi Pengguna Narkotika 

oleh Anak Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 

2002’’.19 Sekripsi ini membahas tentang sanksi terhadap anak pengguna 

narkotika menurut hukum positif. Skripsi ini studi tentang kasus narkotika 

oleh anak. 

                                                             
19 Lina Muakhiroh, Sanksi Pengguna Narkotika oleh Anak Studi Kasu di Pengadilan 

Negeri Yogyakarta Tahun 2002 ,Skripsi Diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2008.  
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Skripsi yang berjudul: ‘’Upaya Badan Narkotika Propinsi (BNP) 

Yoyakarta dalam Penanggulangan Narkoba dari Tahun 2001-2003’’.20 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2002-2003 dan tentunya berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan sekarang. Kajian dari penelitian ini adalah upaya 

BNP dalam penanggulangan narkotika secara umum, tidak terfokus kepada 

siapa yang menyalahgunakan narkotika. 

Ditemukan juga penelitian tentang ‘’Penyalahgunaan Narkotika Di 

kalangan Remaja’’ (studi tentang faktor penyebab, dampak dan upaya 

penanggulangannya di Polresta Malang).21 Membahas tentang faktor, dampak 

dan upaya penanggulangannya di Polresta Malang, meninjau penyalahgunaan 

narkotika berdasarkan pendekatan penal. 

Beberapa judul penelitian-penelitian di atas, tentunya berbeda dengan 

penelitian yang penulis teliti apabila dilihat dari segi waktu, dan 

permasalahannya. Dari penelitian-penelitian tersebut, ada beberapa penelitian 

yang sama apabila dilihat dari segi tenpat dan permasalahannya (narkotika 

anak), tetapi perbedaan yang paling mendasar terdapat pada isi 

permasalahannya yaitu ‘’ analisis/ upaya BNP Yogyakarta terhadap anak 

dengan Undang-undang perlindungan anak’’.  

 

 

                                                             
20 Mokhammd Haris, Upaya Badan Narkotika Propinsi (BPN) Yogyakarta Dalam 

Penanggulangan Narkoba Dari Tahun 2001-2003, Skripsi Diterbitkan Fakultas Dakwah UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. 

21Koesno Adi, Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja ‘’(Setudi Tentang Faktor 
Peyebab, Dampak, dan Upaya Penanggulangannya Di Polresta Malang)’’ Jurnal Hukum Undip 
vol. 31, no. 3 Juli-September 2007.  
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E.   Kerangka Teoretik 

Narkotika merupakan ancaman bagi masyarakat yang tidak bisa 

dikatakan berdiri sendiri tanpa keterkaitan antara beberapa faktor yang terjadi 

di tengah-tengah masyarakat. Sebagai catatan bahwa narkotika dapat dilihat 

dan dipisahkan dari berbagai faktor yang bergerak bersama perputarannya.22 

Sekarang ini sistemnya dapat diklasifikasikan menjadi produsen, pengedar, 

pemakai, korban dan bisa sekaligus ketiga-tiganya menyatu pada diri 

seseorang.  Secara teoretik keberadaan narkotika dapat dilihat sebagai 

dampak dari perputaran dan tekanan global yang secara ekonomi dan politik 

menimpa Indonesia.  

Minimnya infestasi menyebabkan minimnya lapangan pekerjaan dan ini 

berimbas pada banyaknya pengangguran. Para pengangguran ini yang 

melahirkan jaringan yang ingin mendapatkan uang banyak dengan cara cepat, 

maka mereka terjerumus kedalam lubang peredaran narkotika. Mereka saling 

berlomba- lonba untuk mendapatkan pangsa pasar yang luas. 

Penanggulangan  narkotika  tidak bisa hanya melibatkan pemerintah 

saja selaku pengawas negara. Masyarakat pun harus dilibatkan dalam 

menanggulangi peredaran narkotika. Sebab jagkauan penegak hukum kurang 

bisa menjangkau sampai sedetail-detainya yang disebabkan oleh kejahatan 

yang semakin mengila. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika bukan 

                                                             
22 Keberadaan narkotika adalah semenjak manusia mendapatkan fenomena alam 

merupakan masalah bagi beberapa orang. Kemudian merupakan upaya untuk menghindarinya 
mulai dari minimum memabukkan  sampai yang kita sebut sebagai narkotik. Sekarang ini hanya 
bentuk dan modusnya saja yang berbeda, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 



 

14 
 

semata- mata merugikan penguna saja, melainkan juga menimbulkan efek 

multidimensi yang merugikan masyarakat umum dan juga merugikan negara. 

Secara universal, narkotika telah disalahguhakan oleh semua kalangan. 

Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan 

narkotika tidak hanya terbatas di kalangan orang tua dan usia dewasa, 

kenyataannya kaum remaja sudah banyak tersesat dalam dunia destruksi 

yakni penyalahgunaan narkotika.23  

Konvensi internasional pertama yang mengatur tentang narkotika 

adalah hague opium conventio 1912 dan selanjutnya adalah the geneva 

international opium convention 1925, the geneva convention for limiting the 

manufacture and regulating the ditribution of narcotic drugs 1931, the 

convention for the suppression of the illicit traffic in dageraus drugs 1936, 

single convention on nascotic nrugs 1961, sebagaimana diubah dan ditambah 

dengan protokol 1972, convention on psycotropic subtance 1971, dan 

Konvensi Wina 1988.24 Diantara konvensi tersebut dipandang yang cukup 

relevan untuk diuraikan lebih jauh yaitu konvensi tungal narkotika 1961 dan 

Konvensi Wina 1988.25 

Konvensi tunggal narkotika 1961 bertujuan melakukan konsolidasi 

terhadap perjanjian perjanjian terdahulu tentang narkotika dan memudahkan 

mekanisme pengawasan terhadap narkotika. Sedangkan protokol perubahan 

                                                             
23 Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta:Bina Aksara, 1989) hlm. 

74. 
24 Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika Oleh Anak,(Malang: UMP Prees, 2009), hlm. 3.(dikutip dari, S.K Chatterjee, Legal 
Aspect Of International Drugs Control, Martinus Nijhoff Publishers. London, 1981, hlm. 43.) 

25 Ibid, hlm. 4. 
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tahun 1972 bertujuan menyempurnakan ketentuan-ketentuan konvensi 

tersebut sehingga meliputi ketentuan tentang perlakuan dan rehabilitasi 

pecandu-pecandu narkotika. Tujuan tersebut dijabarkan dalam enam sub yang 

meliputi:26 

1.  Kodifikasi perjanjian multilateral tentang narkotika yang telah ada.  

2.  Menyederhanakan mekanisme pengawasan internasional. 

3. Memperluas sistem pengawasan atas penanaman obat-obatan alamia 

narkotika lain sebagai pelengkap candu atau poppy-straw yang 

menghasilkan akibat ketergantungan. 

4.  Membatasi perdagangan dan impor narkotika. 

5.  Mengawasi perdagangan narkotika ilegal. 

6. Mengambil tindakan tindakan yang layak untuk perlakuan dan rehabilitasi 

bagi pecandu-pecandu narkotika.  

Agar pemberantasan penyalahgunaan narkotika bejalan dengan baik 

dan terkoordinasi, maka dibentuklah Peraturan Presiden Republik Indonesia 

No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika 

Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. 

Badan Narkotika Provinsi (BNP) merupakan lembaga non-struktural 

yang  berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Gubernur. BNP menpunyai tugas membantu Gubernur dalam:27 

                                                             
26  Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum 

Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 55. 
27 Op. Cit., pasal 15 dan 16.  
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a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi 

dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN 

di bidang ketersediaan dan P4GN ; dan 

b. Membentuk satuan tugas sesuai operasional BNN yang terdiri atas unsur 

perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, 

fungsi dan kewenangannya masing-masing.   

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, BNP Yogyakarta berwanang dalam 

melaksanakan P4GN yang mencangkup wilayah DIY.  

Gerakan anti narkotika yang dibentuk oleh pemerintah yang melibatkan 

instansi pemerintan yaitu BNP dan juga melibatkan masyarakat maupun 

keluarga merupakan wujud dari perhatian pemerintah. BNP selaku instansi 

pemerintah yang berwenang dalam menangani penyalahgunaan narkotika 

dalam menjalankan tugasnya tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan 

target, tanpa melakukan pengembangan kearah yang lebih baik.     

Pengembangan merupakan suatu perubahan yang menuju ke arah lebi 

besar dan lebih banyak yang disebabkan oleh dua unsur atau lebih yang saling 

berhubungan hingga asal mulanya kecil menjadi besar yang diusahakan oleh 

seseorang atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu.28  

Konsep pengembangan masyarakat yaitu sebagai upaya membantu 

meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai suatu sistem sosial sehinga 

secara sendiri mampu menggerakkan dan mempercepat perubahan-perubahan 

                                                             
28 Sutono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodelogi Sejarah (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Umum, 1993) , hlm. 162. 
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sosial menuju sesuatu yang dicita-citakan.29 Istilah yang paling umum 

menurut Aristoteles untuk sebuah kelompok masyarakat atau kelompok sosial 

adalah koinonia, yang meliputi segala macam komunitas atau perkumpulan di 

mana pada taraf tertentu ada sikap berbagi atau persahabatan. Kelompok yang 

paling sederhana adalah keluarga atau rumah tangga ‘oikos’ yang muncul dari 

naluri seksual atau naluri berpasangan yang sama-sama dimiliki oleh manusia 

dan didukung dengan cinta timbal balik dari orang tua dan anak-anak.30  

Peran keluarga sangat penting dalam pencegahan maupun 

penanggulangan bahaya narkotika, diantaranya  dengan membentuk seorang 

anak menjadi dirinya sendiri. Sehinga memiliki sikap mental yang tepat 

ketika berinteraksi dengan lingkungannya di manapun ia berada. 

Pembentukan sikap mental atau kejiwaan yang dilakukan oleh orang tua 

tehadap anak, supaya tumbuh menjadi jiwa yang baik dan ditopang oleh 

tubuh yang sehat dengan hal : 

- Pendidikan, yaitu mengajarkan kenyataan yang bisa dipahami secara akal 

dan  rasional khususnya tentang bahaya menyalahgunaan narkotika; dan 

- Teladan dari orang tua hal ini diukur secara periodik. Jadi seorang anak 

akan selalu mencontoh perilaku orang tua atau orang yang lebih tua .  

Penbentukan mental manusia mempuyai tujuan yaitu mengasah manusia agar 

potensi akalnya berfungsi secara maksimal.  

                                                             
29 Abdul Rahmat, Andragogi dan Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Dalam 

Pengembangan Masyarakat Islam, vol. 1, no. September 2003), hlm. 55. 
30Tom Campbell, Tujuh Teori Sosial, Sketsa,Penilaian, Perbandingan, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1994), hlm. 70.   
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Selain melaksanakan program P4GN agar upaya penanggulangan 

narkotika  berjalan dengan baik maka BNP memerlukan menejemen sebagai 

pendekatan untuk menanggulangi masalah tersebut. Pendekatan ini dilakukan 

dengan melakukan pendataan terhadap potensi, kekuatan dan kelemahan yang 

ada dalam masyarakat kemudian dilakukan dengan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan pendanaan dan pengawasan, yaitu: 

1. Perencanaan 

Perencanaan di sini setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh BNP 

Yogyakarta harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Secara garis besar 

perencanaan dapat dilakukan dengan mengikuti tujuan langkah 

perencanaan yaitu: 

a. Perumusan masalah; 

b. Penetapan program; 

c. Rumusan tujuan; 

d. Penentuan kelompok sasaran;  

e. Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana; 

f. Penentuan strategi dan jadwal kegiatan ; dan 

g.    Monitoring dan evaluasi. 

2. Pengorganisasian   

   Pengorganisasian adalah membuat perencanaan yang 

mempermudah pencarian tujuan dan memperjelas arah. Untuk mencapai 

tujuan dan arah dengan menyusun beberapa unsur pokok yaitu: orang (diri 

kita sendiri dan atau orang lain), segala sesuatu yang menghadirkan dan 
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meyebarluaskan informasi,  badan-badan fisik, ruang dan waktu (yang 

benar-benar menjadi prioritas).  

3.  Penggerakan 

   Yang dilaksanakan oleh organisasi harus tepat dan terukur agar 

targetnya maksimal. Sebuah organisasi haruslah benar-benar sudah 

mempersiapkan mulai dari perencanaan sampai akhir.  

4. Pendanaan  

   Pendanaan merupakan sesuatu yang sangat penting, tanpa dana 

semuanya tidak berjalan dengan lancar. 

5. Pengawasan  

   Semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi harus ada 

pengawasan dari pihak yang lebih tinggi supaya semuanya dapat berjalan 

dengan baik dan tercapai apa yang diharapkan.  

Proses dan setrategi dalam penanggulangan narkotika menggunakan 

metode:31 

1. Metode langsung atau metode yang dapat langsung dari lapangan 

disesuiakan dengan situasi dan kondisi setempat. 

2. Belajar dari pengalaman atas tindakan-tindakan yang nyata melewati 

realitas yang memarjinalkan, sehingga kesadaran diri akan berkembang. 

3. Partisipasi, di mana diharapkan terjadi dari proses keterlibatan mereka 

dalam praktek atau aksi. 

4. Organisasi harus demokratis.  

                                                             
31 Bahan-bahan Masalah Narkotika Dari Bakolak Inpres 6/1971. 
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5. Setrategi dan metode pendekatan harus mempertimbangkan kondisi dan 

lingkungan sosial , ekonomi dan politik kelompok-kelompok masyarakat 

yang akan dipilih sebagai sasaran. 

6.  Pemilihan target hendaknya melalui identifikasi yang cermat, baik 

aspirasi, kebutuhan maupun sasaran yang diinginkan.   

Menejemen penanggulangan narkotika sangat diperlukan dalam 

menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika di dalam lingkungan 

masyarakat. Diperlukan tindakan di tingkat nasional, regional, dan 

internasional.32  

1.   Tingkat Nasional 

               a. Semua kelompok swasta, asosiasi, LSM dan perkumpulan perlu          

menyiapkan serta menyebarkan informasi tentang bahaya narkotika; 

               b. Perlu diadakan kordinasi terhadap usaha dan tindakan di tingkat 

lokal, nasional maupun regional yang diambil oleh intansi-intansi 

yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, hukum, 

pendidikan dan lain-lain; dan 

               c.  Adanya perencanaan dari program sampai dalam aksi di lapangan. 

2.   Tingkat Regional dan Internasional 

       a.  Secara periodik perlu diadakan pertemuan-pertemuan di tingkat 

regional  antar kelompok kelompok masyarakat; 

b.  Organisasi  regional perlu  mendorong  untuk  meningkatkan   

partisipasi dari NGO atau LSM serta kelompok masyarakat; 

                                                             
32 Bahan-bahan Masalah Narkotika Dari Bakolak Inpres 6/1971. 
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              c.   Adanya kondisi dari instansi yang bersangkutan; 

NGO atau LSM perlu: 

               d. Meningkatkan komunikasi antara organisasi pemerintah dan NGO 

atau LSM; 

               e.  Merencanakan dan membantu organisasi di tingkat nasional dalam 

menyusun program-program yang akan mendukung rekomendasi 

yang akan dikeluarkan oleh badan-badan internasional tentang 

pencegahan penyalahgunaan narkotika; dan 

              f.    Menciptakan kerjasama PBB dan pemerintah. 

Berbicara masalah remaja, orang sering mengaitkan dengan tingkat 

usia. Diakui bahwa dalam istilah hukum tidak dikenal istilah remaja, yang 

ada istilah di bawah umur, atau belum cukup umur.  Pengaturan kebijakan di 

Indonesia sebagai bentuk perhatian terhadap anak sudah banyak mengatur , 

disamping dalam produk perundang-undangan. Hal ini diatur di dalam: 

 - KUHP Khususnya Pasal 45, 46, dan 47; 

 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang      

Perlindungan Anak; 

 -  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak; 

 -  Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak; 
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 -  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang 

Pengesahan Konvnesi ILO No. 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan 

Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak; 

 -   Kejaksaan Agung pada Mahkama Agung Indonesia Jakarta, 30 maret 

1951 Surat Edaran Nomor P.1/20 tentang Penjahat Anak-Anak; dan 

 -  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2002 tentang 

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk 

untuk Anak. 

Sejalan dengan dengan apa yang diatur dalam pasal 3 konvensi Hak-

hak anak, yang antaralain sebagai berikut: 

In all actions concerning children, whether undertaken by public or private 

social welfare autthorrities or legislative bodies, the best interest of the child 

shall a primary conciderantion  ( dalam semua tindakan yang menyangkut 

anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah 

atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, 

kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama).33    

 

F .  Metode  Penelitian  

1 .   Pendekatan  penelitian   

         Penelitian dilakukan dengan mengunakan pendekatan doktrinal/ 

normatif (kepustakaan) dan non doktrinal (lapangan). Bersifat  

                                                             
33 Resolusi PBB Nomor 44/25, ‘’Convention Of The Child’’ ,Unitid Nation Chilfren’s 

Fund, 05 Desember 1989. 
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explanatoris yaitu dengan penggambaran dan penjelasan suatu 

permasalahan.     

2 .   Bahan Hukum 

              Bahan hukum yang akan digunakan ialah: 

a. Bahan hukum primer 

      Bahan hukum primer diperoleh dari  Undang-undang terkait. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder diperoleh dari DRAF, RUU, Notulensi, dan       

Naskah Akademik.  

3 .    Jenis  dan  Sumber  Data 

a. Data primer  

      Data primer diperoleh dari wawancara, pengamatan, dan angket, dan 

dokumentasi 

b. Data sekunder 

      Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, penelitian sebelumnya, 

internet, dll. 

        4 .  Teknik  Pengumpulan  Data 

              Dalam penulisan ini, penyusun mengunakan teknik sebagai berikut:  

a. Studi dokumen atau pustaka (library reseach) 

                Yaitu mempelajari hasil karya para sarjana, data yang diperoleh 

dari instansi, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku jurnal 

internet yang berkaitan tentang narkotika yang dijadikan referensi 

yang dapat menunjang penelitian ini. Penyusun juga mengambil 
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beberapa pendapat atau teori para ahli hukum pidana yang 

menyangkut tindak pidana narkotika 

b. Study lapangan 

1) Wawancara (interview) 

     Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi    

semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi.34 Dilakukan  dengan mengadakan tanya jawab 

dengan responden dan narasumber baik secara komunikasi 

langsung maupun tidak langsung. Jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancara bebas yang artinya tidak menutup 

kemungkinan untuk menanyakan pertanyaan baru yang sesuai 

dengan akar masalah.  

2) Pengamatan (Observasi)  

      Observasi pengamatan secara langsung terhadap gejala- 

gejala suyek yang diselidiki dengan maksud untuk menyakinkan 

kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.35 Oleh karena 

itu peneliti melakukan pengamatan terhadap kinerja BNP dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan anak. 

3)  Dokumentasi 

      Dokumentasi adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa 

yang  isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap 

peristiwa itu, dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan dan 

                                                             
34 S. Nasution, Metode Riset Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 23-24. 
35 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Yayasan Penelitian Fakultas, UGMH, hlm. 193. 
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meneruskan kekurangan mengenai suatu peristiwa.36 Lebih 

lengkapnya lagi dokumentasi dapat dibantu dengan alat-alat 

pendukung antara lain  alat tulis, camera, alat perekam, dll. 

        5 .  Penentuan  Lokasi  atau  Wilayah  dan  Waktu Penelitian 

    Penelitian dilakukan di BNP DIY (Daerah Istimewah Yogyakarta)  

dan dilakukan selama tahun 2012. 

        6 .  Penentuan  Responden  dan  Narasumber 

a.  Responden adalah subyek wawancara atau observasi yang 

mengalami langsung, jadi respondennya adalah orang yang berada 

dalam instansi BNP. 

b.  Narasumber adalah subyek wawancara atau observasi yang tidak 

mengalami, narasumbernya adalah masyarakat 

       7 .   Analisis  Data  

   Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode analisis 

kualitatif.   Metode ini menggunakan analisis data berupa konsep, 

pendapat, opini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan. Dari data keduanya kemudian diolah dan dianalisi untuk 

menjawab permasalahan kemudian diambil kesimpulan.  

Semua data  yang terkumpul melalui penelitian, data tersebut 

masih perlu diolah dan dianalisi dengan sebaik-baiknya agar data tersebut 

menjadi data yang akurat.  

                                                             
36 Masyuhuri dan M. Zainuddin, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikasi, 

(Bandung: Reflika,2008), hlm. 193.    
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Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deduktif, 

metode ini menggunakan cara berpikir analitik yang didasari atas dasar-

dasar pernyataan yang bersifat umum ke khusus, dengan penalaran yang 

bersifat rasional.  

Analisis data secara komparatif diperlukan untuk membandingkan 

data yang diperoleh dengan hasil penelitia kepustakaan dengan hasil 

penelitian lapangan, yaitu mengkaji tentang upaya penanggulangan 

narkotika di kalangan anak. 

 

G.  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan ditulis untuk memberikan gambaran agar lebih 

terfokus dan terarah mengenai pembahasan skipsi ini, sistematikanya sebagai 

berikut: 

Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah 

sebagai dasar rumusan masalah, pokok permasalahan untuk membatasi 

lingkup masalah yang diteliti. Tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka sebagai 

literatur bahan kajian yang digunakan, kerangka teoretik, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, bagian ini menguraikan  konsep tentang narkotika dan anak, 

beserta faktor-faktor dan dampak narkotika terhadap anak dan gambaran 

umum Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta    
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Bab ketiga, pada bab ini akan diuraikan mengenai Undang-Undang 

yang mengatur tentang narkotika, anak, dan badan-badan yang berwenang 

dalam menangani penyalahgunaan narkotika atau disebut dengan BNN 

Bab keempat, merupakan bab inti dari penelitian ini yang membahas 

lebih mendalam tentang upaya BNP Yogyakarta dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkotika di kalangan anak, apakah sesuai dengan Undang-

Undang Perlindungan Anak. 

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang 

berisi kesimpulan yaitu hasil penelitian yang dicapai, yaitu jawaban atas 

pokok masalah yang dipaparkan di bab 1 dan saran-saran dalan masalah ini. 



 

84 
 

BAB V 

PENUTUP 

A.    Kesimpulan 

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karenanya masalah sekecil 

apapun yang menyangkut permasalahan yang menimbulkan efek negatif bagi 

anak harus diperhatikan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 

Usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak salah satunya 

ialah dengan cara melaksanakan sepenuhnya Perundang-undangan tentang 

anak. Denga melaksanakan perlindungan yang sesuai dengan Perundang-

undangan yang telah ada maka hak-hak anak akan terpenuhi. 

Dari uraian-uraian berbagai permasalahan pada bab-bab yang telah 

diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 1. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNP 

Yogyakarta menpunyai program P4GN (pencegahan, pemberantasan, 

penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika). Melalui program ini 

diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkotika. 

2. Langkah-langkah yang harus dilakukan BNP Yogyakarta dengan 4 (empat) 

langkah, pre-emptif, preventif, represif, treatment dan rehabilitasi 

-  Pre-emtif 

Didalam upaya ini dilakukan upaya berupa kegiatan-kegiatan 

edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor penyabab, pendorong dan 

faktor peluang yang biasa disebut faktor korelasi kriminogen dari 

kejahatan narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya 
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tangkal serta terbina dan teciptanya kondisi prilaku atau moral hidup bebas 

narkotika, yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap 

penyalahgunaan narkotika.  

-  Preventif  

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 

narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta 

pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan 

agar tidak berkembang menjadi ancaman faktual. 

-  Represif 

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap 

ancaman faktual dan sanksi yang tegas konsisten sehingga dapat membuat 

jera para pelaku penyalahguna harkotika. 

-  Treatmen dan Rehabilitasi 

Melakukan tindakan secara tepat untuk memulihkan penyalahguna 

pada kondisi yang sebaik-baiknya, sehinga dapat berperan dan tumbuh 

berkembang sesuai dengan yang diharapkan, pelaksanaannya dengan 

perawatan secara tepat dan rehabilitasi secara tepat. 

3. Langkah-langkah yang dilakukan BNP Yogyakarta dengan 4 (empat) 

langkah, pre-emptif, preventif, represif, treatment dan rehabilitasi dalam 

kenyataannya BNP Yogyakarta selama ini belum pernah melakukan 

tindakan represif terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika. Pihak 

BNP Yogyakarta beralasan bahwa belum adanya SOP yang mengatur 

tentang tindakan represif bagi anak. Secara otomatis BNP Yogyakarta juga 
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belum menjalankan tindakan rehabilitasi terhadap anak yang 

menyalahgunakan narkotika. 

4. Upaya BNP Yogyakarta dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan 

oleh anak yang secara nyata hanyalah upanya pencegahan saja yaitu 

dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkotika. Dengan 

demikian maka BNP Yogyakarta belum bekerja secara maksimal sesuai 

dengan visi dan misinya.  

5. Upaya yang dilakukan oleh BNP Yogyakarta pada anak hanya sebatas 

pencegahan dan pemberdayaan yang sasarannya hanya pelaja SLTP – 

SLTA, tidak menyeluruh kesemua anak. 

 

B. Saran 

Dari kesinpulan di atas maka penulis akan memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Pelu ditingkatkan lagi upaya-upaya yang dilakukan BNP Yogyakarta 

dalam berkontribusi untuk mencegah dan membrantas penyalahgunaan 

narkotika yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat menekan atau 

mengurangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. 

2. Jangan terkesan setenga hati dalam penyalahgunaan narkotika yang 

dilakukan oleh anak. Di satu sisi BNP Yogyakarta menjadikan anak 

sebagai prioritas utama dan di sisi yang lain terkendala oleh ketidak siapan 

BNP Yogyakarta itu sendiri.  
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3. Mengenai SDM perlu ditingkatkan sesuai dengan bidangnya masing-

masing supaya program P4GN (pencegahan, pemberantasan, 

penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika) berjalan sebagaimana 

mestinya.  
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Interview guide 

 

1.   Apa saja program yang dilakukan BNP Yogyakarta dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak  ? 

2.   Seperti apa  usaha-usaha yang dilakukan ?  

3.   Apa yang menjadi faktor terbesar anak menyalahgunakan narkotika ? 

4.    Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan 

narkotika ? 

5.   Bagaimana bentuk kerjasama BNP Yogyakarta dengan lembaga-lembaga 

lain yang berwenang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika ? 

6.   Apakah program, usahaha-usaha yang dilakukan BNP Yoyakarta sesuai 

dengan target dan sasaran ? 
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